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ABSTRAK 
 

      Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi 

Penyerapan Belanja Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019. Masalah yang ditemui 

yaitu pembahasan saat musyawarah desa yang belum sesuai, penyebaran informasi 

anggaran belum up to date, permasalahan pada laporan pertanggungjawaban, penggalian 

gagasan yang belum efektif, dan kurangnya media informasi. Teori yang digunakan adalah 

teori penerapan prinsip transparansi penyerapan belanja menurut Coryanata. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian dilihat dari aspek pengumuman kebijakan anggaran yaitu terdapat pengumuman 

pencairan anggaran berupa banner APB-Desa, namun informasi bersifat umum serta 

pengumuman dilakukan secara lisan. Aspek dokumen anggaran yang mudah diakses yaitu 

terdapat permohonan pencairan serta dokumen finalisasi produk yang termuat dalam SPJ. 

Aspek laporan pertanggungjawaban yaitu terdapat SPP dan LPJ, walaupun tidak secara 

spesifik Aspek akomodasi suara atau usulan rakyat yaitu terdapat penyerapan aspirasi 

masyarakat melalui wadah musrembang dan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksana 

pembangunan di lapangan. Aspek sistem pemberian informasi kepada publik yaitu terdapat 

media cetak berupa banner APB-Desa, penyebarluasan informasi dari mulut ke mulut dan 

perkembangan penyebarluasan informasi melalui grub publik pada aplikasi whatsupp. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi 

penyerapan belanja (betonisasi) di Desa Patoman sebagian besar telah terealisasi, namun 

masih terdapat beberapa sub aspek yang belum baik atau kurang maksimal. Upaya yang 

harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Patoman berupa pembuatan website desa dan 

peningkatan dokumen transparansi anggaran perkegiatan, serta peningkatan akomodasi 

usulan rakyat.  

Kata Kunci : Penerapan, Prinsip, Transparansi, Penyerapan, Belanja, Betonisasi 
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ABSTRACT 
 

      The purpose of this study was to determine the application of the principles of 

transparency of absorption of expenditure in road concrete activities (concrete) in 

Patoman Village, Pagelaran District, Pringsewu Regency, Lampung in 2019. The 

problems encountered were discussions during village deliberations that were not 

appropriate, the dissemination of budget information was not up to date, problems in 

accountability reports, ineffective idea exploration, and lack of information media. The 

theory used is the theory of applying the principle of transparency in spending absorption 

according to Coryanata. The research method used is a qualitative method with a 

descriptive approach. Data collection techniques used include observation, interviews and 

documentation. The results of the study were seen from the aspect of budget policy 

announcements, namely there were announcements of budget disbursement in the form of 

APB-Village banners, but the information was general in nature and the announcements 

were made orally. Aspects of budget documents that are easily accessible include requests 

for disbursement as well as product finalization documents contained in the SPJ. Aspects 

of accountability reports, namely there are SPP and LPJ, although not specifically Aspects 

of accommodation of voices or people's proposals, namely there is absorption of 

community aspirations through musrembang forums and community participation as 

implementers of development in the field. The system aspect of providing information to the 

public is that there is print media in the form of APB-Village banners, dissemination of 

information by word of mouth and the development of information dissemination through 

public groups on the whatsupp application. Based on the results of the study, it was 

concluded that the implementation of the principles of transparency in spending 

absorption (concrete) in Patoman Village had mostly been realized, but there were still 

some sub-aspects that were not good or not optimal. Efforts that must be made by the 

Patoman Village Government are in the form of making village websites and increasing 

activity budget transparency documents, as well as increasing people's proposals for 

accommodation. 

Keywords: Application, Principle, Transparency, Absorption, Shopping, Concreteization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakaan informasi yang 

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang 

berkepentingan (Fuad, 2017:13). Transparansi merupakan salah satu karakterisrik dari 

pelaksanaan good governance, sebagaimana telah dijelaskan oleh United National 

Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2018:32) bahwa “terdapat 9 

(sembilan) karaktersitik pelaksanaan good governance, meliputi : Participation, Rules of 

law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and 

Effectiveness, Accountability, and Strategic Vision.” 

      Good governance sendiri sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik, 

sedangkan menurut World Bank dalam Mardiasmo (2018:32) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan good governance adalah : 

“Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara 

politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” 

 

      Council of Europe (2008) dalam Mardiasmo (2018:33) mendefinisikan good  

governance sebagai “perilaku dalam hal urusan publik dan manajemen sumber daya publik 

yang bertanggungjawab.” Council of Europe merumuskan 12 (dua belas) prinsip 

pemerintahan yang baik yaitu : 1) Perilaku pemilihan umum, representasi, dan partisipasi 

yang adil, 2) Responsif, 3) Efisiensi dan efektivitas, 4) Keterbukaan dan transparansi, 5) 

Peraturan Perundang-undangan, 6) Etika perilaku, 7) Kompetensi dan kapasitas, 8) Inovasi 

dan keterbukaan terhadap perubahan, 9) Keberlanjutan dan orientasi jangka panjang,      
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10) Pengelolaan keuangan yang sehat, 11) Hak asasi manusia, keanekaragaman budaya, 

dan kohesi sosial, 12) Akuntabilitas.  

      Transpransi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, dimana informasi 

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka 

yang membutuhkan. Namun, transparansi tidak diartikan sebagai keseluruhan informasi 

harus disebarluaskan kepada publik. Maknanya adalah dengan adanya keterbukaan ini, 

maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebih dari masyarakat, untuk 

itu harus ada pembatasan dari keterbukan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai 

memilih mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu, sehingga 

ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh 

diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini tentunya perlu 

dilakukan oleh pemerintah, tujuannya guna menjaga supaya tidak semua informasi menjadi 

konsumsi publik.  

      Pelaksanaan transparansi itu sendiri memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan 

tolak ukuran untuk melihat apakah proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah 

telah sesuai atau belum sesuai. Menurut Kristiante (2006) dalam skripsi Fatmasary 

(2017:24) mengatakan bahwa tranparansi itu dapat diukur melalui beberapa indikator, 

antara lain : 

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen 

b. Kejelasan dan kelengkapan informasi 

c. Keterbukaan proses 

d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 

      Penyerapan sendiri dapat diartikan sebagai pengeluaran keuangan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi satuan kerja.  
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      Belanja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Belanja Desa, yaitu semua 

pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja Desa dalam penelitian 

ini berfokus pada bidang pembangunan fisik yang berupa pembangunan pembetonan jalan 

(betonisasi).  

      Betonisasi dalam KBBI adalah pembetonan jalan, istilah lain dari betonisasi adalah 

rabat beton, sedangkan dalam pembangunan desa dikenal dengan istilah pengerasan jalan 

yang mana persamaan istilah ini telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan 

yang menjelaskan bahwa jalan lingkungan primer yang selanjutnya disebut Jling-S adalah 

jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan 

didalam lingkungan kawasan desa, dengan salah satu bentuk pembangunan jalan berupa 

rabat beton. Ditulis dalam www.asiacon.co.id (2019:1) rabat beton adalah lapisan beton 

berkualitas rendah yang dibendung di bawah tanah dalam proses pendirian bangunan, 

dengan campuran konsentrat dan semen dalam pembuatannya sehingga kualitasnya lebih 

rendah, oleh karena itu disama artikan dengan rabat beton. 

      Anggaran Negara Republik Indonesia terdiri atas dua unsur penting, yaitu anggaran 

pengeluaran atau disebut anggaran belanja Negara dan anggaran pendapatan Negara 

(Anggara, 2016:167). Sedangkan APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, 

dan Pembiayaan Desa. Klasifikasi belanja desa telah dicantumkan dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa salah satunya yaitu dibidang 

Pelaksanaan Pembangunan Desa. Belanja desa dalam bidang pembangunan menggunakan 

sumber dana dari pendapatan transfer Dana Desa. Oleh karena itu jika membahas tentang 

anggaran maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

http://www.asiacon.co.id/


4 

 

 

      Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pintar Dana Desa, bahwa yang dimaksud dengan 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang 

ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada pembangunan fisik 

berupa pembetonan jalan (betonisasi) di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu Lampung dengan sumber dana berasal dari Dana Desa. Bidang pelaksanaan 

pembangunan desa di Desa Patoman yang didanai dari Dana Desa antara lain 

pembangunan talud, pembetonan jalan, pembangunan drainase, peningkatan prasarana 

jalan desa, pembangunan gorong-gorong, dan pembangunan jalan baru.  

      Transparansi penyerapan belanja secara harfiah terdiri atas dua kata yaitu transparansi 

dan penyerapan belanja. Menurut Chalid (2005) dalam Ritonga dan Syamsul (2006:112) 

menjelaskan bahwa “transparansi dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya 

merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan 

informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 

dipercaya.” Sedangkan menurut Malahayati (2015) dalam Fajar dan Arfan (2017:96) 

“penyerapan belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana 

penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran 

yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.” Maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan transparansi penyerapan belanja merupakan keterbukaan informasi oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan 

keuangan, dimana informasi tersebut memperlihatkan bagaimana pelaksanaan anggaran 

yang telah dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dan selalu memperhatikan asas keterbukaan pada publik.  
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      Transparansi penyerapan belanja dapat diukur dengan beberapa indikator yang akan 

menjadi standar untuk memperlihatkan apakah pelaksanaan pemerintahan desa dalam 

bidang pembangunan telah memperlihatkan adanya tranparansi penyerapan belanja yang 

ideal atau tidak ideal. Menurut Coryanata (2007) dalam Auditya dkk (2013:27) 

“Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses 

pemerintahan dan lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan 

dipantau”. Oleh karena itu, kriteria anggaran yang disusun oleh eksekutif dikatakan 

transparan apabila telah memenuhi kriteria berikut : 

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 

d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat 

e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik 

      Transparansi penyerapan belanja yang ideal, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan 

dibidang pembangunan fisik yang sumber dananya berasal dari Dana Desa sebagaimana 

telah disebutkan diatas, dipertegas oleh pemerintah Indonesia dengan menuangkannya 

dalam bentuk peraturan antara lain sebagai berikut : 

a. Kriteria terdapat pengumuman kebijakan anggaran, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi : “Pemerintah desa wajib 

menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan 

APBDesa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada masyarakat 

umum dan melaporkannya dalam Musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun 

sekali.” 
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b. Kriteria tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, diatur dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1) yang 

berbunyi : “Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat.” 

c. Kriteria tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, diatur dalam UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 huruf d yang berbunyi : “Dalam 

melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kepala Desa wajib 

memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara 

tertulis kepada masyarakat desa pada akhir tahun anggaran.” 

d. Kriteria terakomodasinya suara atau usulan rakyat, diatur dalam Permendagri Nomor 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15 yang berbunyi : 

“Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data 

dan informasi.” 

e. Kriteria terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, diatur dalam UU Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (3) dan (4) yang berbunyi : “Sistem 

informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta 

SDM.” dan “Sistem informasi desa meliputi Data Desa, Data Pembangunan Desa, 

Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa 

dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.” Serta dipertegas dalam Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: 

“Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media 

informasi lainnya.” 



7 

 

 

       Berdasarkan hasil penelaahan secara langsung serta penelaahan melalui situs website 

dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui media sosial, ditemukan adanya beberapa 

permasalahan yang tidak memperlihatkan adanya pelaksanaan dari peraturan diatas. 

Permasalahan tersebut antara lain : 

a. Musyawarah desa yang dilakukan di Desa Patoman hanya membahas tentang 

RKPDesa Patoman tahun anggaran 2019, yang mana seharusnya pemerintah Desa 

Patoman menginformasikan tidak hanya mengenai RKPDesa namun juga 

menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, dan APBDesa kepada 

masyarakat desa melalui layanan informasi kepada masyarakat umum. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah desa patoman belum melaksanakan kewajiban nya 

secara keseluruhan sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 82 ayat (4) berikut bukti pelaksanaan musyawarah desa patoman : 

 
       Gambar 1. Pelaksanaan Musyawarah Desa Patoman Tahun Anggaran 2019  

  Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Patoman Tahun Anggaran    

  2019 
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b. Dokumen penyerapan anggaran yang diinformasikan kepada masyarakat Desa 

Patoman tidak di umumkan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (1), yang mana 

seharusnya pemerintah Desa Patoman menginformasikan laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara 

tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, berikut 

buktinya : 

 
      Gambar 2. Penyebaran Informasi Penyerapan Anggaran Desa Patoman  

      Terbaru 

      Sumber : www.radarnusantara.com 

c. Pemberian dan penyebaran informasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan 

pemerintahan oleh Kepala Desa Patoman sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa kepada masyarakat Desa Patoman belum terlaksana sesuai dengan 

amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 huruf d, yang mana Kepala 

Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada akhir tahun anggaran.  
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d. Penggalian gagasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Patoman hanya diwakilkan 

oleh beberapa masyarakat hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan 

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 15 

yang seharusnya penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 

seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi, berikut buktinya : 

 
  Gambar 3 : Daftar Peserta Musyawarah Desa Patoman Tahun 2019  

  Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Patoman Tahun 2019 

e. Media informasi untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat 

Desa Patoman belum tersedia sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 ayat (2) yaitu 

media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media 

informasi lainnya. Berikut merupakan contoh Desa di Kabupaten Pringsewu yang 

menyediakan papan informasi : 

 
   Gambar 4. Contoh Transparansi Penyerapan Belanja Bidang Pembangunan 

   Fisik Desa Tritunggal Mulya  

   Sumber : Jejakkasus.info 
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      Data keuangan yang berhubungan dengan penyerapan belanja pada kegiatan 

Pembetonan Jalan (Betonisasi) atau rabat beton di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu Lampung dengan rincian panjang jalan yang akan dibangun 

sepanjang 650 meter dengan perkiraan anggaran yang akan digunakan sebesar                 

Rp 401.957.500,- yang seharusnya disebarluaskan dan diinformasikan kepada masyarakat 

Desa Patoman adalah data tentang APBDesa dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 

Kegiatan Pembangunan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Desa Patoman Tahun Anggaran 

2019, sebagai berikut : 

Tabel 1. APBDesa Desa Patoman Tahun Anggaran 2019 
Jenis Anggaran (Rp) Keterangan 

PENDAPATAN     

Pendapatan Asli Pekon     

Pendapatan Transfer       1.361.574.000   

Dana Desa          860.578.000   DD  

Alokasi Dana Pekon          494.996.000   ADP  

Bantuan Keuangan.              6.000.000   B.Prov  

Bantuan Propinsi              6.000.000    

BELANJA 1.361.574.000   

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PEKON 465.912.000   

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan 373.496.180 ADP 

Kegiatan Operasional Kantor Desa 28.184.320 ADP 

Operasional BHP 2.041.000 ADP 

Operasional Lembaga Kemasyarakatan 2.878.500 ADP 

Penyelenggaraan Perencanaan Pekon 1.866.000 ADP 

Pembangunan Sarana dan prasarana Kantor Pekon 57.446.000  ADP+B.Prv 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 802.127.000   

Kegiatan Pembangunan Talud 119.446.000 DD 

PEMBANGUNAN TALUD DUSUN IV 76.399.000 DD 

PEMBANGUNAN TALUD DUSUN IV 43.047.000 DD 

Kegiatan Pembangunan Rabat Beton 401.957.500 DD 

PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN I 205.909.500 DD 

PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN II 67.416.000 DD 

PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN III 128.632.000 DD 

Kegiatan Pembangunan Drainase 140.344.500 DD 

DRAINASE DUSUN IV 69.825.500 DD 

DRAINASE DUSUN I 70.519.000 DD 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa 53.430.000 DD 

Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Jalan 10.106.500 DD 

Kegiatan Pembangunan Jalan Baru 58.142.500 DD 

Kegiatan Pengadaan Air Persawahan 18.700.000 DD 

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 35.084.000 ADP 

Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Lingkungan Pekon               14.106.000 ADP 

Kegiatan Pelatihan Kepala Pekon dan Perangkat 20.978.000 ADP 

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 58.451.000 DD 

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 15.605.000 DD 

Peningkatan Kapasitas Kelompok Bina Keluarga 14.286.000 DD 

Peningkatan Kapasitas Pengelola Usaha Kecil Menengah 19.299.000 DD 

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Karang Taruna 9.261.000 DD 

Sumber : Data Keuangan APBDesa Desa Patoman Tahun Anggaran 2019 
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      Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa pendapatan Desa Patoman untuk tahun 

anggaran 2019 sebesar 1.361.574.000 yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana 

Pekon, dan Bantuan keuangan pemerintah provinsi. Dalam rangka untuk menjalankan 

kewenangan desa, maka pemerintah Desa Patoman berkewajiban untuk membelanjakan 

pendapatan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Belanja bidang pelaksanaan 

pembangunan desa telah menelan biaya sebesar 58,9 persen. Terkhusus untuk 

pembangunan rabat beton telah menghabiskan dana sebesar 29,5 persen dari total 

keseluruhan belanja desa.  

Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan Pembetonan  

     Jalan (Betonisasi) Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019 
Jenis Vol Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa    401.957.500,- 

Pembangunan Rabat Beton Dusun I    205.913.500,- 

Belanja Barang dan Jasa    62.547.500,- 

Belanja Benda Pos dan Materai    180.000,- 

Materai 6000 25 Lembar  6.000,- 150.000,- 

Materai 3000 10 Lembar  3.000,- 30.000,- 

Belanja Jasa Upah tenaga Kerja    57.725.000,- 

Tukang  179 HOK 100.000,- 17.900.000,- 

Pekerja 531 HOK 75.000,- 39.825.000,- 

Belanja Sewa Pembelian Peralatan Kerja    4.042.500,- 

Cangkul  5 Buah 75.000,- 375.000,- 

Selang water pas  25 Meter 4.000,- 100.000,- 

Benang Nylon 16 Gulung 4.000,- 64.000,- 

Ember kecil 25 Buah 12.500,- 312.500,- 

Grobk sorong 4 Buah 625.000,- 2.500.000,- 

Meteran besar 2 Buah 150.000,- 300.000,- 

Meteran kecil 3 Buah 35.000,- 105.000,- 

Selang air ½” 25 Meter 6.000,- 150.000,- 

Baskom semen 8 Buah 17.000,- 136.000,- 

Belanja Honor Tim Pengadaan B&J    600.000,- 

Ketua 1 Org/Keg 300.000,- 300.000,- 

Sekretaris 1 Org/Keg 200.000,- 200.000,- 

Bendahara 1 Org/Keg 100.000,- 100.000,- 

Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton    143.366.000,- 

Semen 794 Zak  64.000,- 50.816.000,- 

Koral 160 M³ 385.000,- 61.600.000,- 

Pasir 90 M³ 190.000,- 17.100.000,- 

Papan begisting 5 M³ 1.650.000,- 8.250.000,- 

Pasir urug 35 M³ 160.000,- 5.600.000,- 

Pembangunan Rabat Beton Dusun II    67.417.000,- 

Belanja Barang dan Jasa    19.813.000,- 

Belanja Benda Pos dan Materai    138.000,- 

Materai 6000 18 Lembar  6.000,- 108.000,- 

Materai 3000 10 Lembar  3.000,- 30.000,- 

Belanja Jasa Upah tenaga Kerja    19.075.000,- 

Tukang  61 HOK 100.000,- 6.100.000,- 

Pekerja 173 HOK 75.000,- 12.975.000,- 

Belanja Honor Tim Pengadaan B&J    600.000,- 

Ketua 1 Org/Keg 300.000,- 300.000,- 

Sekretaris 1 Org/Keg 200.000,- 200.000,- 

Bendahara 1 Org/Keg 100.000,- 100.000,- 

Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton    47.604.000,- 

Semen 246 Zak  64.000,- 15.744.000,- 
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Lanjutan Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan  

      Pembetonan Jalan (Betonisasi) Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019 
Koral 51 M³ 385.000,- 19.635.000,- 

Pasir 30 M³ 190.000,- 5.700.000,- 

Papan begisting 2,50 M³ 1.650.000,- 4.125.000,- 

Pasir urug 15 M³ 160.000,- 2.400.000,- 

Pembangunan Rabat Beton Dusun III    128.627.000,- 

Belanja Barang dan Jasa    38.857.000,- 

Belanja Benda Pos dan Materai    132.000,- 

Materai 6000 18 Lembar  6.000,- 108.000,- 

Materai 3000 8 Lembar  3.000,- 24.000,- 

Belanja Jasa Upah tenaga Kerja    38.125.000,- 

Tukang  61 HOK 100.000,- 11.800.000,- 

Pekerja 173 HOK 75.000,- 26.325.000,- 

Belanja Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa    600.000,- 

Ketua 1 Org/Keg 300.000,- 300.000,- 

Sekretaris 1 Org/Keg 200.000,- 200.000,- 

Bendahara 1 Org/Keg 100.000,- 100.000,- 

Belanja Modal Pembangunan Rabat Beton    89.770.000,- 

Semen 510 Zak  64.000,- 32.640.000,- 

Koral 98 M³ 385.000,- 37.730.000,- 

Pasir 55 M³ 190.000,- 10.450.000,- 

Papan begisting 3 M³ 1.650.000,- 4.950.000,- 

Pasir urug 25 M³ 160.000,- 4.000.000,- 

Sumber : Data Keuangan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Pembangunan    

Rabat Beton Pekon Patoman Tahun Anggaran 2019 

 

      Berdasarkan table 2 rencana anggaran belanja kegiatan pembangunan Pembetonan 

Jalan (Betonisasi) di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sudah 

diperinci secara mendetail dengan memperhatikan satuan volume, jumlah, dan keseluruhan 

anggaran yang akan digunakan. Adapun pembangunan betonisasi di dusun I menghabiskan 

dana sebesar 51,2 persen, di dusun II menghabiskan dana sebesar 16,7 persen dan dusun III 

sebesar 32,01 persen dari keseluruhan belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. 

Namun, data RAB tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat Desa Patoman. 

      Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Patoman belum melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, khususnya dalam penyerapan belanja 

kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi). Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut 

mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan 

Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu Lampung Tahun 2019, agar diperoleh suatu cara penyelesaian masalah dalam 

penyerapan belanja dengan memperhatikan dan mengedepankan asas transparansi.  
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada Kegiatan 

Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu Lampung Tahun 2019 ? 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai, ialah: 

Mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja Pada 

Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019.  

D. Manfaat Penelitian 

      Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis, dan diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

      Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi 

Keuangan Negara tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi Penyerapan Belanja 

Pada Kegiatan Pembetonan Jalan (Betonisasi) Di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten Pringsewu Lampung Tahun 2019. 

2. Manfaat Praktis 

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak terkait yang 

berhubungan dengan Penyerapan Belanja. Bagi pihak pemerintah Desa Patoman 

diharapkan kedepannya dapat menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih transparan, 

sehingga dapat menciptakan pelaksanaan kepemerintahan yang lebih baik.  
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